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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG b
Nomor | 421.1/Kep. q¥ -Disdik ‘

TENTANG
PERPANJANGAN 1JIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) { g

TK. ISLAM NABILA KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Maenimbang - a.  Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atsu program pendidikan, ‘o' 4
b. Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib
memperoleh Tjin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

c. Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi berkas
Perpanjangan liin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan
Nonformal;

d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan ¢ di atas, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang
Perpanjungen Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Forma! dan Nonformal
TK. ISLAM NABILA Kecamatan MEKAR BARU;

Mengingat : |. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambshan Lembaran Negara Nomor
4301},

2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

4, Perauran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941),

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran  Negara Nomor:
4864),

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor; 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif;

9, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137
Tahun 2014,

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010
Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum
2013 Pendidikan Anak Usia Dini;







